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KATA PENGANTAR

engadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan sebuah
Pproses yang didalamnya terdapat beragam kepentingan. Pemerintah,

swasta, masyarakat dan pemilik tanah adalah pihak-pihak yang
berkepentingan dalam sebuah proses pengadaan tanah. Konfigurasi
kepentingan yang ada tersebut membuat proporsi yang tidak seimbang
ketika pemilik tanah harus dihadapkan dengan pemerintah sebagai inisiator
pembangunan, swasta sebagai investor dalam pembangunan tersebut, juga
masyarakat yang secara pasif turut berkepentingan untuk menikmati hasil

pembangunan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang membutuhkan skala
lahan lebih dari satu hektar dapat dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah
dan/atau pencabutan hak atas tanah. Pada proses pelepasan hak atas tanah
dan pencabutan hak atas tanah, pemerintah bertindak dalam kecenderungan
hukum publik. Oleh karena itu, sisi perlindungan hukum bagi pemilik tanah
menjadi penting untuk diperhatikan. Buku ini diuraikan dari perspektif hak
konstitusional dan hukum administrasi untuk memberikan gambaran yang
baik bagaimana koridor dalam hubungan antara pemerintah dengan pemilik
tanah pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan
memetakan aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang berujung
pada aspek perlindungan hukum.

Buku ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian penulis
pada tahun 2012 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat



viii Pergeseran Pola Perlindungan Hukum

dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Pemda dan
penelitian tahun 2016 dengan judul Desain Hukum Koordinasi Kelembagaan
yang Ideal Dalam Pembangunan Perumahan di Sekitar Bandar Udara, yang
di danai hibah BLU Universitas Lampung. Pemikiran dalam buku ini banyak
memperoleh masukan dari yang amat terpelajar Tuan Dr. HS. Tisnanta,
S.H., M.H., dan yang amat terpelajar Tuan Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,
M.Hum.

Demikian tulisan sederhana ini disajikan, semoga dapat memperkaya
khasanah pengembangan keilmuan hukum Indonesia. Akhirnya, selamat
membaca dan semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, September 2018

Ade Arif Firmansyah
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